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Jl. Mangga No. 13 Kel. Nagasari Kec. Karawang Barat 

Kab. Karawang Jawa Barat 41312 

Email : set.karawangkab@bawaslu.go.id 

 

Nomor : 3/PM.01.02/K.JB.10/07/2025                                               03 Juli 2025 

Sifat : Biasa 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal : Saran Perbaikan PDPB Triwulan II 
 

 
Yth. 

Ketua KPU Kabupaten Karawang 

di- 

Tempat 
 

 
Dasar hukum: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- 

Undang; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja 

dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja 

dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data 

Pemilih Berkelanjutan; dan 

5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang 

Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. 

 
Disampaikan dengan hormat, berdasarkan peraturan-peraturan di atas, serta hasil 

pengawasan Bawaslu Kabupaten Karawang pada pelaksanaan pengawasan 

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDBP) Triwulan II Bulan Juli Tahun 2025 

kepada stakeholders terkait di Kabupaten Karawang pada tanggal 25 Juni Tahun 2025, 

dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

mailto:set.karawangkab@bawaslu.go.id
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1. Jumlah wajib KTP-el pemilih pemula yang sudah melakukan perekaman KTP-el 

periode Januari sampai dengan Juni 2025 adalah 19.537 orang; 

2. Jumlah penduduk pemilih yang meninggal dunia periode Januari sampai dengan 

Juni 2025 adalah 6.935 orang; 

3. Jumlah penduduk pemilih pindah domisili (pindah masuk) ke Kabupaten Karawang 

periode Januari sampai dengan Juni Tahun 2025 adalah 13.865 orang; 

4. Jumlah penduduk pemilih pindah domisili (pindah keluar) Kabupaten Karawang 

periode Januari sampai dengan Juni Tahun 2025 adalah 10.562 orang; 

5. Jumlah anggota Polres Karawang yang memasuki masa pensiun periode Januari 

sampai dengan Juni 2025 sebanyak 9 (sembilan) orang (data terlampir); 

6. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karawang terhadap Berita Acara (BA) KPU 

kabupaten Karawang Nomor: 27/HK.041-BA/3215/2025 tentang Hasil Rekapitulasi 

Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 pada tanggal 2 Juli 2025 

adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah pemilih baru sebanyak 22.408 orang; 

b. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 3.394 orang; dan 

c. Jumlah perbaikan data pemilih yaitu nihil (0). 
 

 
Atas dasar hal tersebut di atas, terdapat perbedaan antara hasil pengawasan 

Bawaslu Kabupaten Karawang dengan data yang tercantum pada Berita Acara KPU 

kabupaten Karawang Nomor: 27/HK.041-BA/3215/2025, yaitu: 

1. Pemilih baru yang tercantum pada BA KPU Karawang berjumlah 22.408 orang, 

sedangkan hasil pengawasan Bawaslu Karawang dari unsur pemilih pemula 

hasil rekam Disdukcapil ditambah penduduk/pemilih pindah masuk, ditambah 

anggota Polres yang pensiun (alih status ke sipil), dan dikurangi 

penduduk/pemilih pindah domisili (keluar) berjumlah 22.849 orang, dengan 

rincian (19.537+13.865+9-10.562), terdapat selisih kurang sebanyak 441 orang; 

2. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat yang tercantum pada BA KPU Karawang 

berjumlah 3.394 orang, sedangkan hasil pengawasan Bawaslu Karawang dari 

kategori pemilih meninggal dunia saja berjumlah 6.935 orang, terdapat selisih 

kurang sebanyak 3.541 orang; dan 

3. Jumlah perbaikan data pemilih yang tercantum pada BA KPU Karawang adalah 

nihil (0). 

 
Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Bawaslu Kabupaten Karawang 

menyampaikan beberapa saran perbaikan agar KPU Kabupaten Karawang dapat: 

1. Menyinkronkan data pemilih yang berbeda antara hasil pengawasan Bawaslu 

Karawang dengan data yang tercantum pada BA KPU Karawang No 27/HK.041- 

BA/3215/2025, 

2. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di antaranya Disdukcapil 

Karawang, Polres Karawang, Kodim 0604/Karawang, Pengadilan Agama 

Karawang dan Lapas Kelas II Karawang untuk perbaikan daftar pemilih pada 

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III pada Bulan September 

2025 yang akan datang; 
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KETUA 

 

3. Memunculkan kategori data pemilih memenuhi syarat (MS) secara lebih rinci di 

antaranya: pemilih baru yang terdiri dari pemilih pemula hasil perekaman e-KTP, 

pemilih baru dari pensiunan/alih status, pemilih pindah masuk, dan kategori 

lainnya pada Rapat Pleno Triwulan III; 

4. Memunculkan kategori data pemiliih tidak memenuhi syarat (TMS) secara lebih 

rinci yang terdiri dari kategori pemilih meninggal, pemilih dibawah umur, pemilih 

pindah keluar, dan kategori lainnya pada Rapat Pleno Triwulan III; dan 

5. Memunculkan kategori data pemilih disabilitas pada Rapat Pleno Triwulan III. 
 
 

Demikian saran perbaikan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana 

mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih. 

 

 
 

 
ENGKUS KUSNADI, S.H. 

 

 
Tembusan Yth: 
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan). 
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Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang 

Nomor: 3/PM.00.02/K.JB.10/07/2025 
Tanggal: 3 Juli 2025 

 
1. DATA DISDUKCAPIL KARAWANG 
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2. DATA POLRES KARAWANG 
 

 

 

 
KETUA 

 

ENGKUS KUSNADI, S.H 


